BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan salah satu tujuan negara

Mengingat

yang termaksud dalam pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan
umum, retribusi daeral memiliki peranan yang
sangat penting untuk mewujudkan tujuan tersebut;

b. bahwa retribusi terminel merupakan salah satu
sumber pendapatan dazrah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan
sebagai aset daerah yang berfungsi sebagai
prasarana angkutan jalan guna mengatur
kedatangan, pemberangkatan serta merupakan
tempat memuat serta menurunkan barang;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah Pasal 156 ayat (1) mengamanatkan
pada tingkat daerah perlu dibentuk Peraturan
Daerah berkaitan dengan retribusi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, diatas,
dipandang perlu untul: menetapkan Peraturan
Daerah tentang Retribusi Terminal;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



Undang-Undang Nomor 2 2 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tshun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran N:gara Republik Indonesia
Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indones:a Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran N:z2gara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturen Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lzmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lzmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor
6389);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kabupaten Muna Barat Di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diutah beberapa kali terakhir
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 20:4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tiahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran legara Republik Indonesia
Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT

Dan
BUPATI MUNA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

w

oo

7.

Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna
Barat.

Bupati adalah Bupati Muna Barat.

Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat.

Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN]),
atau badan usaha milik daerah (BUML) dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,
atau organisasi lainnya, lembaga den bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
Terminal adalah pangkalan Kendarasn Bermotor Umum yang
digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan,
menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta
perpindahan moda angkutan,

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya
dapat pula disediakan oleh sektor swasta.



10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yeng diberi wewenang khusus
oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Muna Barat.
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
Surat Setoran Retribusi Daerah, yang sfs.elanjutnya disingkat SSRD,
adalah bukti pembayaran atau penyectoran retribusi yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
yang terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD,
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Leltih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang
menentukan jumlah kelebihan pembayajlran Retribusi karena jumlah
kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau
seharusnya tidak terutang. |

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi Sebagai Pembayaran
Atas
Daerah.

Penggunaan Fasilitas terminal yang clisediakan oleh Pemerintah

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir
untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha,
dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki,
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud

pada ayat (I) adalah terminal yang disediakan, dimiliki,dan/atau
dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.



Pasal 4

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang
menikmati/menggunakan pelayanan fasilitas terminal.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5
Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribt 1si Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENCiGUNAAN JASA

i

Pasal 6

Besarnya tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan,
luas dan nilai strategis bangunan, jenis kendaraan, frekuensi dan jangka
waktu penggunaan fasilitas terminal.

BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Terminal
didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak
dengan memberikan pelayanan yang seimbang. -

BAB VI |
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Besarnya tarif retribusi digolongkan berjasarkan jenis kendaraan,
tempat usaha dan fasilitas terminal;
(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimalisud ada ayat (1) ditetapkan
sebagai berikut:
a. Untuk angkutan umum dalam kota (ang}mt) permobil sebesar Rp.
1.000,-/ sekali masuk
b. Untuk angkutan Orang dan Bus:
1. Angkutan Perkotaan atau Pedesaan

a) Kendaraan Besar Rp.|3.000,-/sekali masuk
b) Kendaraan Sedang Rp. ‘2.000,- /sekali masuk
c) Kendaraan Kecil Rp. 1.000,-/sekali masuk

c. Terminal Angkutan Barang:
1. Kendaraan yang bermuatan di atas|3 (tiga) JBI kebawah: Rp.

3.000,-/sekali masuk




2. Kendaraan yang bermuatan di atas 3 (tiga) sampai 5 (lima) JBI
masuk: Rp. 4.000,-/sekali masuk

3. Kendaraan yang bermuatan di atas 5 (llrma) sampai 8 (delapan) JBI:
Rp. 5.000,-/sekali masuk. 1

d. Pengguna fasilitas parkir diterminal dan fasilitas kebersihan umum:
1. Fasilitas parkir

a) Parkir kendaraan mobil Rp 2.000,- /sekali masuk

b) Sepeda motor Rp. ;1.000,- /sekali masuk
2. Sarana Kebersihan Umum |

a) Mandi Rp 2.000,- /sekali masuk

b) Buang air besar Rp 1.500,-/sekali masuk

c) Buang air kecil Rp 1.000,-/sekali masuk

e. Untuk usaha berjualan di dalam kios fasil htas terminal dikenakan Rp
1.000.000,-/tahun
(3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali
paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan kenaikan
harga dan perkembangan perekonomian.
(4) Penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

BAB VII 5
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi Terminal dipungut di wilayah daerah,

BAB VIII
PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Pembayaran

Pasal 10

(1) Setiap Orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan jasa dan fasilitas
terminal diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk
pemungut atau pemotong retribusi;

(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
kepada Bendahara penerima atau Bank yang ditunjuk sesuai waktu
yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.



Bagian Kedua
Tempat Pembayaran

Pasal 11

(1) Pembayaran dilakukan oleh Wajib Retribusi di Kas Daerah atau tempat
lain yang ditunjuk Bupati sesuai waktu yang ditentukan;

(2) Apabila Pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk
maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling
lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

(3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan mempergunakan SSRD.

Bagian Ketiga
Angsuran dan Penundaan

Pasal 12

(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib
Retribusi untuk mengangsur atau menunda Retribusi terutang dalam
jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung
jawabkan.

(3) Pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran dapat
diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.

(4) Sebagai kosekuensi ansuran dan/atau penundaan maka terhadap
wajib retribusi dikenakan untuk membayar denda sebesar 2% setiap
bulan.

(5) Angsuran dan penundaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB IX
PENAGIHAN

Pasal 13

(1) Penagihan retribusi yang terutang dilakukan terhadap wajib retribusi
yang tidak atau kurang membayar retribusi.

(2) Penagihan retribusi yang terutang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.

(3) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului
dengan surat teguran.



BAB X
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUWARSA

Pasal 14

(1) Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3
(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, sehingga
menghapuskan hak untuk melakukan perniagihan retribusi.

(2) Hapusnya hak melakukan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dikecualikan terhadap wajib retribusi yang
melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(3) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh jika:

a. diterbitkan surat teguran; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung
maupun tidak langsung.

(4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya
Surat Teguran tersebut.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai utarng Retribusi dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(6) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan
keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 15

Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
MASA RETRIBUSI

Pasal 16
Masa Retribusi adalah jangka waktunya sekali masuk dan perhari.

BAB XII
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN,
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
Retribusi.



i

i
(2) Pemberian pengurangan atau keringanaltn Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan melihat kejrnampuan wayjib retribusi.
(3) Tata cara pemberian pengurangan, keri;‘nganan, dan pembebasan
retribusi lebih lanjut diatur oleh peraturan bupati.

BAB XIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 18
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutain Retribusi dapat diberi
Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pembagian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KEBERATAN

Pasal 19

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan kebené.tan hanya kepada Bupati
atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD latau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2) Keberatan harus diajukan dalam jangka Waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecu ah jika wajib retribusi dapat
menunjukan bahwa jangka waktu itu tldlak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud padajayat (1) diajukan secara
tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan-alasan yang
jelas.

(4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewjajiban membayar retribusi
dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6
(enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima wajib memberi
keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat
Keputusan Keberatan.

(2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah
besarnya retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaks ud pada ayat (1) telah lewat
dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk; tidak memberikan suatu
keputusan, keberatan yang diajukan terse1;>ut dianggap dikabulkan.




BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PTMBAYARAN

Pasal 21

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat
yang ditunjuk.

(2) Permohonan kelebihan pembayaran retribisi diajukan secara tertulis
kepada Bupati atau pejabat dengan sekurang-kurangnya menyebutkan

Nama dan alamat wajib Retribusi;
Masa Retribusi;

Besarnya kelebihan pembayaran;
Alasan singkat dan jelas.

ao o

Pasal 22

(1) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu naling lama 6 (enam) bulan
sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi wajib
memberikan Keputusan.

(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
dilampui dan Bupati atau pejabat tidak memberikan suatu Keputusan,
permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan
dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan.

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retrihusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB.

(4) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perzturan Bupati.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 23

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah
diberi wewenang khusus sebagai peayidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana dibidang retribu:si daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dian meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana retiibusi daerah;



(3)

Cae

meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi
daerah;

memeriksa buku-buku, catatan-catatin dan dokumen-dokumen
lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagai mana dimaksud pada huruf e;

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi
daerah;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan/atau

melakukan tindakan lain yang perlu uatuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibidang retribusi daerzh sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampsikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum melalui Peny:dik pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar
2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidiana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah
retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar.



(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksucd pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6
(enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangzal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memesrintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Muna Barat.
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL

UMUM

Bahwa dalam rangka memberikkan pelayananan kepada
masyarakat di bidang perhubungan khususnya transportasi darat dan
dalam rangka memberikan kemudahan peralihan moda transportasi
dipandang perlu untuk menetapkan peraturan daerah yang berkaitan
dengan retribusi terminal. Dengan ditetapkannya Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Daerah
diberi otonomi yang seluas-luasnya dar: Pemerintah Pusat untuk
mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas
Otonomi dan Tugas Pembantuan yaitu salah satunya adalah
penyerahan kewenangan sumber keuangan daerah.

Untuk menjalankan urusan pererintahan yang menjadi
kewenangannya berdasarkan asas otonomi tersebut Pemerintah
Daerah berwenang untuk membentuk Peraturan Daerah yang
mengatur tentang pemungutan retribusi daerah sebagai salah satu
sumber dari keuangan daerah atau Pendapatan Asli Daerah yang akan
digunakan untuk meningkatkan pelaranan dan kesejahteraan
masyarakat serta kemandirian daerah sebagaimana diamanatkan oleh
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

Untuk mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah dengan
memperhatikan potensi yang dimiliki, maka salah satu sumber
Retribusi yang diharapkan adalah retribusi terminal. Hal tersebut
dikarenakan Retribusi Terminal mempunyai peranan sebagai sumber
Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian dengan adanya Peraturan
Daerah tentang Retribusi Terminal ini akan dapat mengoptimalkan
penerimaan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Muna
Barat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas



Pasal 3
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Keuntungan yang layak sebagaimana diinaksud adalah keuntungan
yang diperoleh apabila pelayanan terminal dilakukan secara efisien
dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas
Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa kupon dan
karcis.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas



Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas



Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas
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